
 

 

 
 

 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN  
BUPATI SITUBONDO 

NOMOR    11    TAHUN 2016 
 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 28 
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
NEGARA DI KABUPATEN SITUBONDO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SITUBONDO,  

 

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang 
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dipandang 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 

Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten 
Situbondo. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 
 

 

SALINAN 
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  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang 
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  10. Peraturan   Pemerintah   Nomor  28 Tahun 1972 

tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat 
Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah 

Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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  13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011; 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 

2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2016; 

  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;  

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 

Tahun 2006  tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 8); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 

Tahun 2006  tentang Kedudukan Keuangan Kepala 

Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2007  Nomor 12); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 

Tahun 2006  tentang Sumber-Sumber Pendapatan 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2007 Nomor 13); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2007 Nomor 17); 
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  23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010  
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 
2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2010  Nomor 85) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo 

Nomor 54 Tahun 2014 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2014, Nomor 54). 

  24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2015 

tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara di Kabupaten Situbondo 
   

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 28 
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM 

PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER 
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

NEGARA DI KABUPATEN SITUBONDO. 
   
  Pasal I 

 

Beberapa Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan 
Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2015, Nomor 28), diubah 
sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 6 

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal 

desa bidang pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 7 

(1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas 
bidang pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

menjadi prioritas kegiatan anggaran dan 
belanja desa yang disepakati dan 
diputuskan melalui musyawarah desa. 
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(2) Hasil keputusan musyawarah desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

menjadi acuan bagi penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa. 

(3) Rencana Kerja Desa dan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dalam Peraturan Desa. 
 

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 8 

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa dan kualitas hidup 
manusia serta penanggulangan kemiskinan, 
prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan 

untuk pelaksanaan program dan kegiatan 
Pembangunan Desa, meliputi: 

a. pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan infrasruktur atau sarana 

dan prasarana fisik untuk 
penghidupan, termasuk ketahanan 

pangan dan permukiman ; 

b. pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana 

kesehatan masyarakat; 

c. pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana 

pendidikan, sosial dankebudayaan; 

d. pengembangan usaha ekonomi 
masyarakat, meliputi pembangunan 
dan pemeliharaan sarana prasarana 

produksi dan distribusi; dan/atau 

e. pembangunan dan pengembangan 

sarana-prasarana energi terbarukan 
serta kegiatan pelestarian lingkungan 

hidup. 

(2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan 
Badan Permusyawaratan Desa dapat 

mengembangkan prioritas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar 

Kewenangan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa yang 

ditetapkan dalam Peraturan Desa. 

(3) Pemerintah Daerah melakukan 
pendampingan terhadap penyusunan 

prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak 

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 
Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati. 
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4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) 

Pasal baru, yakni Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 

8C sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 8A 

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan 

pembangunan desa serta pemberdayaan 

masyarakat desa, dapat mempertimbangkan 

tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan 

kemajuan desa, meliputi: 

a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, 

mengutamakan kegiatan pembangunan 

melalui penyediaan sarana dan prasarana 

untuk pemenuhan kebutuhan atau akses 

kehidupan masyarakat Desa; 

b. Desa berkembang, memprioritaskan 

pembangunan sarana dan prasarana 

pelayanan umum dan sosial dasar baik 

pendidikan dan kesehatan masyarakat desa 

untuk mengembangkan potensi dan 

kapasitas masyarakat desa; dan 

c. Desa maju dan/atau mandiri 

memprioritaskan pembangunan sarana dan 

prasarana yang berdampak pada perluasan 

skala ekonomi dan investasi desa, termasuk 

prakarsa Desa dalam membuka lapangan 

kerja, padat teknologi tepat guna dan 

investasi melalui pengembangan BUM Desa. 

 

Pasal 8B 

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program 

dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan 

yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga 

atau masyarakat desa dalam pengembangan 

wirausaha, peningkatan pendapatan, serta 

perluasan skala ekonomi individu warga atau 

kelompok masyarakat dan desa, antara lain: 

a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui 

pengadaan, pengembangan atau bantuan 

alat-alat produksi, permodalan, dan 

peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan 

pemagangan; 

b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang 

dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM 

Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan 

atau lembaga ekonomi masyarakat Desa 

lainnya; 
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c. bantuan peningkatan kapasitas untuk 

program dan kegiatan ketahanan pangan 

Desa; 

d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan 

pelatihan paralegal dan bantuan hukum 

masyarakat Desa, termasuk pembentukan 

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang 

Belajar Masyarakat di Desa (Community 

Centre); 

e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat 

serta dan ketersediaan atau keberfungsian 

tenaga medis/swamedikasi di Desa; 

f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan 

Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai 

Kemasyarakatan; 

g. peningkatan kapasitas kelompok 

masyarakat untuk energi terbarukan dan 

pelestarian lingkungan hidup; dan/atau 

h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi 

lainnya yang sesuai dengan analisa 

kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam 

Musyawarah Desa. 

 

Pasal 8C 

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B, 

dilakukan dengan mempertimbangkan dan 

menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan 

tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu: 

a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, 

mengutamakan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang berorientasi pada 

membuka lapangan kerja dan atau usaha 

baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur 

bagi terselenggaranya kerja dan usaha 

warga atau masyarakat baik dari proses 

produksi sampai pemasaran produk, serta 

pemenuhan kebutuhan atau akses 

kehidupan masyarakat desa; 

b. Desa berkembang, memprioritaskan 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 

untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 

kerja dan/atau proses produksi sampai 

pemasaran produk, serta pemenuhan 

kebutuhan atau akses modal/fasilitas 

keuangan; 
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c. Desa maju dan/atau mandiri, 

mengembangkan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang visioner dengan 

menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi 

atau capital rakyat, dimana desa dapat 

menghidupi dirinya sendiri atau memiliki 

kedaulatan ekonomi, serta mampu 

mengembangkan potensi atau sumberdaya 

ekonomi atau manusia dan kapital desa 

secara berkelanjutan. 

 

 

5. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 11 

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara 

bertahap pada tahun anggaran berjalan. 

(2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah sebagai berikut : 

a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh 

perseratus) pada bulan Maret tahun 

anggaran berjalan dari keseluruhan 

pagu DD masing-masing desa, dengan 

cara : 

Kepala Desa mengajukan permohonan 

permintaan pembayaran kepada Kepala 

DPPKAD selaku PPKD Cq. Kepala 

Bagian Pemerintahan, dengan 

melampirkan dokumen persyaratan 

antara   lain :  

1. surat permohonan pencairan DD  

kepada Bupati Situbondo Cq. 

Kepala Bagian Pemerintahan; 

2. Rencana Penggunaan Dana ; 

3. Bukti Pengeluaran Uang Pencairan 

Dana Desa ; 

4. Fotokopi buku rekening rekening 

kas pemerintah desa; 

5. Fotokopi NPWP Bendahara Kas 

Pemerintah Desa ; 

6. Pakta Integritas ; 
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7. Surat pernyataan bendahara               

desa tentang kesanggupan 

menyelesaikan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan 

dana dengan dilampiri bukti-bukti 

pengeluaran yang sah; 

8. Foto copy APBDesa. 

 

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh 

perseratus) pada bulan Agustus tahun 

anggaran berjalan dari keseluruhan 

pagu DD masing-masing desa, dengan 

cara : 

Kepala Desa mengajukan permohonan 

permintaan pembayaran kepada Kepala 

DPPKAD selaku PPKD Cq. Kepala 

Bagian Pemerintahan, dengan 

melampirkan dokumen persyaratan 

antara   lain :  

1. surat permohonan pencairan DD  

kepada Bupati Situbondo Cq. 

Kepala Bagian Pemerintahan; 

2. Laporan realisasi penggunaan dana 

dari pencairan Tahap I ; 

3. Rencana Penggunaan Dana Tahap 

II; 

4. Bukti Pengeluaran Uang Pencairan 

Dana Desa Tahap II ; 

5. Fotokopi buku rekening rekening 

kas pemerintah desa; 

6. Fotokopi NPWP Bendahara Kas 

Pemerintah Desa ; 

7. Pakta Integritas ; 

8. Surat pernyataan bendahara desa 

tentang kesanggupan 

menyelesaikan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan 

dana dengan dilampiri bukti-bukti 

pengeluaran yang sah; 

9. Pertanggungjawaban Penggunaan 

Dana Tahap I. 
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  Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Situbondo. 

   

 

 

Ditetapkan di Situbondo 
pada tanggal 7 April 2016 

 
BUPATI  SITUBONDO, 

 

ttd 
 

DADANG WIGIARTO 
 

 
 
Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 7 April 2016 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SITUBONDO 
 

ttd 
 

SYAIFULLAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  TAHUN 2016 NOMOR  11 
 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 
 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 
Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 
 


